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Abstrak
 

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan Buy Back Guarantee Bagi Pengembang Yang Mengalami

Merger dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan

menganalisa dengan cara deskriptif pada sumber bahan-bahan hukum mengenai Buy Back Guarantee dan

perjanjian kerja sama pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dilakukan oleh Pengembang

Perumahan atau Developer dan Bank. Penelitian ini adalah penelitian dengan melakukan penelitian

doktrinal. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan kerangka teoritis yang komprehensif mengenai

konsep Buy Back Guarantee dalam konteks Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Tujuan lain dari

penelitian ini untuk memenuhi kebutuhan akan risiko dan implikasi hukum bagi Pengembang Perumahan

atau Developer sebagai penjamin dalam pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah sehingga dapat

meminimalisir risiko yang akan dialami. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai

referensi ataupun masukan bagi pengembangan ilmu di bidang hukum pada umumnya, khususnya di bidang

ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan Buy Back

Guarantee khususnya bagi pihak Pengembang Perumahan atau Developer yaitu berkaitan dengan pengaturan

Buy Back Guarantee belum terdapat peraturan perundang-undangan di Indonesia secara khusus mengatur

tentang Pengembang Perumahan atau Developer yang mengalami merger. Selain itu, eksekusi Buy Back

Guarantee pada Pengembang Perumahan atau Developer hasil penggabungan usaha tidak dapat langsung

dilakukan, meskipun terjadi perpindahan otomatis karena beralih secara hukum. Hal tersebut dikarenakan

pada praktiknya diperlukan perubahan nama pihak yang ada pada dokumen tersebut. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa diperlukan adanya regulasi secara tertulis terkait eksekusi Buy Back Guarantee agar

lebih terjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

......This research discusses the implementation of the Buy Back Guarantee for Developers Who Experience

Mergers in Home Ownership Loan Agreements. The research is conducted by collecting and analyzing legal

materials on Buy Back Guarantee and cooperation agreements for providing Home Ownership Loan

between Housing Developers and Banks using a descriptive approach. This research is doctrinal research

aimed at developing a comprehensive theoretical framework regarding the concept of Buy Back Guarantee

within the context of Home Ownership Loan Agreements. Another objective of this study is to address the

risks and legal implications for Housing Developers or Developers as guarantors in providing Home

Ownership Loan facilities, thus minimizing the risks they may face. The results of this research are expected

to serve as a reference or input for the development of knowledge in the field of law in general, particularly

in the economic field. This research shows that there are still shortcomings in the implementation of Buy

Back Guarantee, especially for Housing Developers, particularly regarding the absence of specific

regulations in Indonesia about Buy Back Guarantee for Developers who undergo mergers. Furthermore, the

execution of the Buy Back Guarantee for merged Housing Developers can not be immediately carried out,
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even though there is an automatic transfer due to the legal transition. The reason is in practice, a name

change on the related documents is required. The research concludes that written regulations related to the

execution of the Buy Back Guarantee are needed to provide greater legal certainty for all interested parties.


